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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten 
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai langsung dan 
kebutuhan belanja barang dan jasa perlu diberikan Uang 
Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang 
Persediaan (TU) dan untuk belanja pegawai tidak langsung (LS) 
pada satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Humbang Hasundutan, maka ketentuan batas 
jumlahnya harus ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah 
berdasarkan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Humbang 
Hasundutan tentang Penetapan Batas Pemberian Uang Persediaan 
(UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan 
(TU) untuk Membiayai Belanja Pegawai Langsung, Belanja 
Barang/Jasa dan Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Tidak 
Langsung (LS) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 
2016. 

BUPATI.HUMBANG HASUNDUTAN, 

Mengingat 

Menimbang 

PENETAPAN BATAS PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG 
PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) UNTUK 

MEMBIAYAI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG, BELANJA BARANG/JASA, 
BELANJA MODAL DAN UNTUK PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TIDAK 

LANGSUNG (LS) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

TAHON ANGGARAN 2016 

TENT ANG 

NOMOR ;). TAHON 2016 

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 
PROVINS! SUMATERA UTARA 



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 
Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 
Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten 
Hum bang Hasundutan Tahun 2009 Norn or 302). 

(~ 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. 
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Humbang Hasundutan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disingkat dengan DPRD. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hum bang 
Hasundutan. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat · dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran 
SKPD 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang. 

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pengertian 
Pasal 1 

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG 
PENETAPAN BATAS PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI 
UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 
(TU) UNTUK MEMBIAYAI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG, 
BELANJA BARANG DAN JASA DAN UNTUK PEMBAYARAN 
BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG (LS) PADA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2016. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 1). 
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15. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran un tuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
di pim pinnya. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan se bagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
Bank yang ditetapkan. 

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menenma, rnenyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
Pengeluaran Daerah adalah uang keluar dari kas daerah. 
Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 
Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA 
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
Kas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum 
Daerah. 

"" 
27. 
28. 
29. 

30. 

31. 



Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan dengan 
Ganti Uang setelah Uang Persediaan dimaksud telah dipergunakan sekurang 
kurangnya 75% sepanjang masih tersedia dalam DPA-SKPD dan telah 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 5 

Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran. 

Pasal 4 

1. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan 
hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun. 

2. Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
setinggi-tingginya: 
a. 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung pada APBD 

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 atau maksimal 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 
900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); 

b. 1 / 18 (satu per delapan belas) dari pagu Anggaran belanja langsung pada 
APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 atau 
maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 
900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); 

c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu Anggaran belanja langsung 
pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 atau 
maksimal Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah). 

Pasal 3 

Kepada setiap SKPD diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara 
Pengeluaran. 

BAB II 
KETENTUAN PERMINTAAN DANA 

Bagian Pertama 
Uang Persediaan 

Pasal 2 

35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP. 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 

39. Prosedur akuntansi adalah merupakan serangkaian proses mulai dari 
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam 
pelaksanaan APBD. 



(1) Ganti Uang Persediaan atau pengrsian kembali Uang Persediaan dapat 
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila Uang Persediaan telah 
dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari Uang Persediaan yang diterima. 

Bagian Kedua 
Ganti Uang Persediaan 

Pasal 12 

Perubahan besaran Uang Persediaan yang melebihi perhitungan sebagaimana 
dimaksud pada pasal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 11 

Permintaan Uang persediaan pada SKPD Tahun Anggaran 2016 yang besarannya 
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan dengan mekanisme SPP-UP. 

Pasal 10 

Permintaan Uang Persediaan untuk digunakan diluar batas-batas sebagaimana 
dimaksud pada pasal 8 butir (1) .huruf a. s/d huruf c, butir (2) huruf.a s/d huruf 
i.dan butir (3) hanya dapat diberikan dengan persetujuan Bupati. 

Pasal 9 rr 
I 

(3) Vang Persediaan diberikan untuk belanja modal seperti pengeluaran 
honorarium tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, 
pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung (LS) dalam rangka perolehan asset. 

(2) Uang Persediaan diberikan untuk belanja barang dan jasa yang bersifat tetap 
antara lain: 
a. Belanja Operasional kantor. 
b. Langganan listrik ,air dan telepon. 
c. Belanja perawatan kenderaan dinas. 
d. Belanja cetak dan penggandaan. 
e. Belanja sewa rumah/kantor / gedung/ perlengkapan/ peralatan. 
f. Belanja pemeliharaan gedung/bangunan/peralatan/mesin dll. 
g. Belanja makanan dan minuman. 
h. Belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah. 
1. Belanja barang lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi. 

(1) Uang Persediaan diberikan untuk belanja pegawai langsung yang bersifat 
tetap antara lain : 
a. Honorarium PNS. 
b. Honorarium Non PNS. 
c. Uang lembur. 

Pasal 8 

Setoran sisa Uang Persediaan oleh BUD dibukukan sebagai pengembalian Uang 
Persediaan sesuai dengan kode rekeningnya. 

Pasal 7 

Sisa Uang pada Bendahara Pengeluaran disetor ke rekening Bendahara Umum 
Daerah pada akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016. 

Pasal 6 



-------------···-""''''"" 

(1) Untuk pengajuan Tambahan Uang, Bendahara Pengeluaran wajib 
menyampaikan rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan 
mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang 
dimintakan Tambahan Uang. 

Pasal 20 

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 13 harus mendapat persetujuan dari PPKD clengan memperhatikan 
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. 

Pasal 19 

Apabila ketentuan pada pasal 17 di atas tidak dipenuhi, maka kepada SKPD yang 
bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang sepanjang sisa Tahun 
Anggaran berkenan. 

Pasal 18 

Apabila tidak habis cligunakan clalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada 
Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari permintaan · Tambahan Dang 
Persediaan harus disetor ke rekening Bendahara Umum Daerah, kecuali untuk 
kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan kegiatan yang 
mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh 
peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

!""'""· I 

Pasal 17 

Tambahan Uang Persediaan diberikan berdasarkan belanja per kegiatan yang 
dilaksanakan oleh SKPD. 

Pasal 16 

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 adalah 
kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus segera dilaksanakan setelah 
diterbitkan SP2D. 

Pasal 15 
. r-- 

Pengajuan Tambahan Uang akibat uang persecliaan suclah direncanakan untuk 
kegiatan yang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 harus dilengkapi 
dengan Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menjelaskan bahwa Uang Persediaan 
sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain . 

Pasal 14 

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak yang harus dikelola 
oleh bendahara pengeluaran dan uang persediaan tidak mencukupi clan atau 
sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran 
dapat mengajukan Tambahan Uang (TU). 

Bagian Ketiga 
Tambahan Uang persediaan 

Pasal 13 

(2) Dokumen Ganti Dang harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang 
lengkap clan sah. 



Diundangkan di 
pada tanggal 
SEK:RETARI~A,PJ~~ 

HlJMB....,..,.,.,.,. ..... 

SAUL~RANG 
BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016 NOMOR 3... 

BUKIT TAMBUNAN 

dto 

Agar setiap orang .mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Ditetapkan di Doloksanggul 
pada tanggal c; l=q,n1Ari 2016 

Pj. BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan selama Tahun Anggaran 
2016. 

Pasal 24 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan 1n1, akan diatur kemudian 
dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan. 

Pasal 23 

(1) Peraturan Bupati ini dapat berfungsi sebagai dokumen yang dipersamakan 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), khusus pada waktu sebelum 
DPA-SKPD APBD TA. 2016 disahkan. 

(2) Pelaksanaan pembayaran untuk Belanja Pegawai Tidak Langsung, 
khususnya untuk gaji dan tunjangan yang sudah terealisasi sebelum 
diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PENUTUP 
Pasal 22 

(1) Kepada setiap SKPD dibayarkan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri 
Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Kepada Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dibayarkan gaji dan 
tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Keempat 
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan 

Pasal 21 

. 
(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menandatangani 

bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dilaksanakan dan dibayar 
melalui penerbitan SPM-LS. 


